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ABSTRAK 

Tindak pidana overspel atau perzinaan kerap kali tak luput jadi pusat 

perhatian, karena zina adalah suatu kejahatan asusila yang dianggap tabu oleh 

masyarakat. Bergesernya nilai kesusilaan yang berlaku dalam lingkungan 

masyarakat dapat terlihat dari perilaku sebagian besar pelaku zina yang semakin 

berani dan tidak mencerminkan rasa bersalah. Tindak pidana overspel atau 

perzinaan merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat perceraian di 

Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia mempengaruhi pada 

semakin majunya penggunaan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana 

perzinaan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa persidangan kasus tindak pidana 

perzinaan yang sudah menggunakan bukti berbasis elektronik seperti rekaman 

video atau CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan. Akan tetapi dalam didalam 

KUHAP maupun hukum pidana Islam belum mengakomodir penggunaan alat bukti 

elektronik, sehingga diperlukan peraturan lain atau penerapan teori agar penggunaa 

alat bukti elektronik tidak diragukan keabsahan dalam persidangan tindak pidana 

overspel atau perzinaan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berpijak pada sumber-

sumber pustaka yang relevan dengan penelitian, sehingga menjadikan penelitian ini 

sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan 

komparatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alat bukti eletronik yang digunakan 

dalam persidangan tindak pidana overspel yaitu sah menurut hukum pidana 

Indonesia maupun hukum pidana Islam dengan beberapa syarat dan ketentuan yang 

harus dipenuhi. Perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam 

terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana overspel (perzinaan) 

adalah dalam hukum pidana Indonesia penyertaan alat bukti elektronik harus 

disertai dengan satu alat bukti yang sah agar dapat dijadikan oleh hakim sebagai 

bahan pertimbangan di persidangan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, alat 

bukti elektronik harus disertai dengan asy-syahadah (kesaksian) dan al-iqrar 

(pengakuan). 

 

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Overspel dan Perzinaan.  
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MOTTO 

َبِغ يْرَِحِس ابَ َلَلّهَٱوَ  اءٓه نَي ش  َم  قه ي رْزه  

“Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.” 

(Q.S Al-Baqarah: 212) 

 

دِمَ  د م َخه نَْخ   م 

“Barang siapa yang melayani maka akan dilayani.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi 

ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar 

uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 za’ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 ha’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

دَة ٌ  Ditulis muta`addidah مُتعَدَ ِّ

ة ٌ دَّ  Ditulis `iddah عِّ

 

C. Ta Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة ٌ  Ditulis Hikmah حِّ

لَّة ٌعٌِّ  Ditulis `illah 

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 
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 ’Ditulis karāmah al-Auliyā كَرَامَةٌُالْاوَْلِّياءٌَِّ

 

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis 

t atau h. 

 Ditulis zakātul fiṭri زَكَاةٌُالْفِّطْرٌِّ

 

D. Vokal Pendek 

َ 

 ف ع لَ 
Fathah Ditulis 

A 

fa’ala 

ِ 

 ف ع لَ 
Kasrah Ditulis 

I 

Żukira 

ُ 

 ف ع لَ 
Dammah Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

لِّيَّة ٌ  جَاهِّ

fathah + ya’ mati 

 تنَْسَى

kasrah + ya’ mati 

يْمٌ   كَرِّ

dammah + wawu 

mati 

 فرُُوْضٌ 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

yas'ā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya' mati 

 بيَْنَكُمٌْ

Ditulis 

ditulis 

Ai 

Bainakum 



 

x 
 

fathah + wawu mati 

 قوَْلٌ 

ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

G.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

مٌْأأَنَْتٌُ  

 لئَِّنٌْشَكَرْتمٌُْ

Ditulis 

Ditulis 

a'antum 

la'in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

  Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya  

 الْقرُْآنٌُ

 الْقِّياَسٌُ

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur'ān 

al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya. 

 السَّمَاءٌَ

 الشَّمْسٌُ

Ditulis 

Ditulis 

as-samā 

asy-syams 

 

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penyusunannya. 

ٌ  ذوَِّيٌالْفرُُوْضِّ

نَّةٌِّ  أهَْلٌُالسُّ

Ditulis 

Ditulis 

żawi al-Furūḍ 

ahl as-Sunnah 

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam  tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
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yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan 

huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َفيِْهََِالْقهرْا نهَ َالَذِىَأنْزِلَ  انَ  ضَ  م  َر   Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fih al-Qur’ān ش هْرهَ

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0 sangatlah 

pesat, polarisasi kehidupan sosial masyarakat pun tidak terlepas dari 

perkembangan tersebut. Berkembangnya teknologi informasi selain 

berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya 

yaitu perkembangan tindak pidana berbasis elektronik, sehingga seiring 

dengan perkembangan dalam tindak pidana menuntut adanya 

kemampuan hukum yang mampu menyesuaikan perkembangan 

tersebut. Salah satunya yaitu penggunaaan alat bukti elektronik dalam 

penyelesaian tindak pidana overspel atau perzinaan.  

Tindak pidana perzinaan kerap kali tak luput jadi pusat 

perhatian, karena zina adalah suatu kejahatan asusila yang dianggap 

tabu oleh masyarakat. Bergesernya nilai kesusilaan yang berlaku dalam 

lingkungan masyarakat dapat terlihat dari perilaku sebagian besar 

pelaku zina yang semakin berani dan tidak mencerminkan rasa bersalah. 

Perzinaan merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat perceraian 

di Indonesia, dikutip dari Kompas.com, Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatat pada tahun 2021 saja di Indonesia terdapat 447.743 kasus 

perceraian.1 Pada tahun yang sama Mahkamah Agung (MA) 

                                                           
1 “10 Daerah dengan Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia,” 

https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-

perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all, akses 8 Juli 2022. 



2 
 

 
 

menerbitkan putusan perkara tindak pidana perzinaan berjumlah 4480 

putusan.2 Angka tersebut tidak terlepas dari kurangnya komitmen 

masyarakat dalam menjaga keutuhan hubungan pernikahan sehingga 

menjadikan zina sebagai dalih dalam melampiaskan kebutuhan 

biologisnya tanpa menghiraukan dampak buruk yang akan dialami. 

Dampak buruk yang ditimbulkan dari perzinaan selain merusak psikis 

pelaku juga sanksi sosial yang akan diterima oleh pelaku maupun 

keluarga yang bersangkutan. 

Overspel atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

zina, gendak atau mukah merupakan salah satu tindak pidana yang 

sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Terdapat perbedaan yang 

jelas antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dalam 

mendefinisikan zina, menurut pasal 284 KUHP, zina adalah 

persetubuhan atau hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan 

oleh laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya 

masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain atau dengan kata lain 

yang dimaksud dengan zina dalam hukum pidana Indonesia adalah 

perselingkuhan.3 Sedangkan dalam hukum Islam, zina diartikan sebagai 

hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang 

tidak terikat dengan perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas 

                                                           
2 “Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perzinahan%22&jenis_doc=putu

san, akses 8 Maret 2022. 
3 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 

Ditinjau Dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 65. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perzinahan%22&jenis_doc=putusan
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perzinahan%22&jenis_doc=putusan
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dasar suka sama suka dari kedua belah pihak dan tanpa keraguan 

(Syubh}at) dari para pelaku zina bersangkutan.4 Dalam hukum Islam 

terdapat dua kategori pelaku zina dibedakan atas status pelakunya, zina 

muh}s}an dan zina gairu muh}s}an. Zina muh}s}an adalah zina yang 

dilakukan oleh orang yang masih dalam ikatan pernikahan atau pernah 

menikah secara sah, sedangkan zina gairu muh}s}an adalah zina yang 

pelakunya masih berstatus gadis maupun perjaka.5 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia mempengaruhi 

pada semakin majunya penggunaan alat bukti dalam pembuktian tindak 

pidana perzinaan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa persidangan 

kasus tindak pidana perzinaan yang sudah menggunakan bukti  berbasis 

elektronik seperti rekaman video atau CCTV sebagai alat bukti dalam 

persidangan. Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana 

(KUHAP) yang digunakan sebagai pedoman beracara dalam 

persidangan tindak pidana di Indonesia belum mengakomodir 

penggunaan alat bukti elektronik sehingga kedudukannya masih belum 

jelas. Berbanding terbalik dengan isi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE), “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem 

                                                           
4 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam…, hlm. 119. 
5 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 51. 
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elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal 

yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem 

elektronik”. 

Menurut pasal 183 Kitab Undang-undang Acara Pidana 

(KUHAP) dalam pembuktian tindak pidana hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang 

melakukannya.6 Terdapat beberapa alat bukti yang sah digunakan dalam 

persidangan menurut hukum pidana Indonesia, yaitu didalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah antara 

lain: 1) Keterangan Saksi, 2) Keterangan Ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) 

Keterangan Terdakwa.7 

 Dasar penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun sebelum itu terdapat beberapa 

                                                           
6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183. 
7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1). 
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undang-undang yang mengakui penggunaan alat bukti elektronik dalam 

persidangan, antara lain:8 

a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan. 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme. 

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Manusia. 

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Pendanaan Terorisme. 

h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. 

i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Selain terdapat dalam undang-undang, penggunaan alat bukti 

elektronik juga disebutkan dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-

XIV/2016, akan tetapi putusan tersebut berbeda dengan undang-undang 

                                                           
8 Agung Iswanto, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Di Indonesia,” https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal.html. akses 17 

Juni 2022. 

https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/e-jurnal.html
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yang sebelumnya menyetujui penggunaan alat bukti elektronik, dalam 

putusan tersebut menyebutkan bahwa semua alat bukti berbentuk 

informasi elektronik maupun dokumen elektronik tidak dapat dijadikan 

sebagai alat bukti apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dalam rangka 

penegakan hukum atas kuasa institusi penegakan hukum yang sudah 

ditetapkan oleh undang-undang. Putusan MK Nomor 20/PUU-

XIV/2016 berawal dari Judicial Review yang diajukan oleh Setya 

Novanto melalui kuasa hukumnya ke Mahkamah Konstitusi terhadap 

Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf B UU ITE dan Pasal 26 A UU 

Tipikor.9 

Sebagai upaya untuk menjadikan alat bukti elektronik sebagai 

alat bukti yang sah, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (RKUHAP) dirancang untuk mengakomodir penggunaan 

perangkat elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan 

tindak pidana. Seperti dalam pasal 177 ayat (1) Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengenai alat bukti 

yang sah mencakup: 1) Barang Bukti, 2) Surat-Surat, 3) Bukti 

Elektronik, 4) Keterangan Ahli, 5) Keterangan Saksi, 6) Keterangan 

Terdakwa, 7) Pengamatan Hakim.   

Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan salah satu dari 

beberapa tindak pidana yang membutuhkan pembuktian selain qaz|af, 

                                                           
9 Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. 
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syurbul khamr, pencurian dan h}ira>bah.10 Pembuktian zina dapat 

dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelakunya dengan 

menyertakan empat orang saksi laki-laki serta beberapa syarat tertentu. 

Ada pula ulama yang berpendapat pembuktian zina dapat dilakukan 

dengan qari<nah (tanda), seperti hamilnya seorang perempuan yang 

belum menikah tanpa harus disertai adanya aduan terlebih dahulu.11 

Pelaku tindak pidana zina dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya 

telah dapat dibuktikan. Terdapat tiga macam pembuktian tindak pidana 

zina, antara lain: 1) Pembuktian dengan saksi, 2) Pembuktian dengan 

pengakuan, 3) Pembuktian dengan qari>nah (tanda/petunjuk).12 Menurut 

Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, alat bukti dalam Hukum Pidana 

Islam terdiri dari: 1) Asy-Syaha>dah (saksi), 2) Al-Iqra>r (pengakuan), 3) 

Al-Qara>in (tanda-tanda), 4) Maklu>matul Qa>d{i> (pengetahuan hakim), 5) 

Al-Kita>bah (tulisan/surat), 6) Al-Yami>n (sumpah).13  

Dalam Qanun Jinayat Aceh memberlakukan paling kurang dua 

alat bukti yang sah diperoleh hakim sebelum menjatuhkan vonis 

terhadap terdakwa seperti halnya dalam KUHAP. Terkecuali pada 

                                                           
10 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 

227. 
11 Abdullah, “Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan 

Menurut Fikih Syafiiyah,” At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Volume 1, Nomor 2 (Juli-

Desember 2017), hlm. 88. 
12 Rienlady Nata, Wismar Ain, “Perbandingan Zinah (Overspel) Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) Dalam Hukum 

Islam,” Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 1 (April 2015), hlm. 62. 
13 Dikutip oleh Daruz Harizona, “Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di 

Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar 

Closed Circuit Television),” Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 7, 

Nomor 1 (Juni 2018), hlm. 84. 
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tindak pidana zina yang dalam pembuktiannya harus menghadirkan 

empat orang saksi yang melihat secara langsung tindak pidana zina pada 

waktu, tempat serta orang yang sama. Hal ini tercantum didalam pasal 

180 Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara 

Jinayat.14 Akan tetapi selanjutnya dalam pasal 181 ayat (1) terdapat 

beberapa perbedaan mengenai macam-macam alat bukti yang sah. 

Berdasarkan pasal tersebut, macam-macam alat bukti yang sah 

digunakan dalam persidangan menurut Qanun Acara Jinayat Aceh 

terdiri atas: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) barang bukti, 4) 

surat, 5) bukti elektronik, 6) pengakuan terdakwa, 7) keterangan 

terdakwa.15 

Penyertaan alat bukti elektronik dalam macam-macam alat bukti 

yang sah menurut qanun aceh merupakan jawaban atas banyaknya kasus 

tindak pidana perzinaan yang menyertakan rekaman video atau CCTV 

sebagai alat bukti di persidangan, yang sebelumnya penggunaan alat 

bukti elektronik dianggap tidak sah dalam pembuktian zina karena tidak 

memenuhi aspek pengakuan maupun kesaksian. Pembahasan mengenai 

alat bukti elektronik serta penggunaannya sebagai alat bukti yang sah 

dalam persidangan menurut hukum pidana Indonesia maupun hukum 

pidana Islam masih terbatas, sehingga butuh pengkajian yang lebih 

mendalam mengenai hal tersebut.  

                                                           
14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 180. 
15 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 181 ayat 

(1). 



9 
 

 
 

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis mencoba mengkaji lebih 

lanjut mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana 

overspel (perzinaan) menggunakan perspektif hukum pidana Indonesia 

dan hukum pidana Islam, pada tugas akhir skripsi yang berjudul 

“KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK 

PIDANA OVERSPEL (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia 

dan Hukum Pidana Islam)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah 

yang akan dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak 

pidana overspel (perzinaan) menurut hukum pidana Indonesia 

dan hukum pidana Islam? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum pidana 

indonesia dan hukum pidana islam terhadap keabsahan alat bukti 

elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam tindak 

pidana overspel (perzinaan)? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan penggunaan alat bukti elektronik dalam 

tindak pidana overspel (perzinaan) menurut hukum pidana 

Indonesia dan hukum pidana Islam. 
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b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum 

pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap alat 

bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam 

tindak pidana overspel (perzinaan). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan sedikit sumbangan pemikiran maupun 

informasi dalam kajian hukum pidana Indonesia dan hukum 

pidana Islam mengenai penggunaan alat bukti elektronik 

sebagai alat bukti tindak pidana overspel (perzinaan). 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi praktisi hukum dan masyarakat agar mengetahui 

kedudukan alat bukti elektronik yang digunakan sebagai 

alat bukti dalam persidangan tindak pidana overpel 

(perzinaan). 

D. Telaah Pustaka 

Dalam skripsi ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu 

yang mempunyai relevansi terhadap tema yang diangkat sehingga 

dijadikan sebagai bahan kajian untuk mendukung proses penyusunan. 

Berikut ini beberapa karya ilmiah yang dimaksud. 

Artikel yang ditulis oleh Syaibatul Hamdi yang berjudul “Bukti 

Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana”. Dalam artikel ini 

membahas tentang pengaturan bukti elektronik dalam pembuktian 

pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-
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Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan 

undang-undang pidana khusus yang mengakui penggunaan alat bukti 

elektronik. Selain itu dalam artikel tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa pengaturan alat bukti elektronik di dalam Hukum Acara Pidana 

secara jelas belum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Artikel ini juga hanya mambahas alat 

bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia saja, tidak 

menyinggung penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum pidana 

Islam.16 

Artikel selanjutnya yaitu yang ditulis oleh Darus Harizona yang 

berjudul “Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan 

Menurut Hukum Acara Pidana dab Hukum Islam (Penggunaan 

Rekaman Gambar Closed Circuit Television)”. Dalam artikel ini penulis 

membahas tentang kedudukan bukti elektronik (rekaman gambar 

CCTV) dalam sistem pembuktian pidana menurut pasal 181 KUHAP 

dan menjelaskan sedikit tentang penggunaan alat bukti elektronik 

menurut fiqh jinayah. Dalam artikel tersebut penulis menyimpulkan, 

menurut sistem pembuktian hukum acara pidana dalam pasal 181 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggunaan 

rekaman gambar CCTV dalam prakteknya didapati alat bukti, namun 

bukan alat bukti yang berdiri sendiri melainkan alat bukti yang 

                                                           
16 Syaibatul Hamdi, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” Jurnal 

Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 4, (November 2013). 
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ditentukan oleh hakim. Dalam fiqh jinayah, kedudukan rekaman CCTV 

dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung petunjuk yang 

menguatkan bukti lain.17 

Berikutnya artikel yang ditulis oleh Erha Ari Irwanda dan Mohd 

Din yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Perspektif 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara 

Jinayat”. Dalam artikel ini penulis memaparkan tentang kekuatan 

pembuktian saksi serta kedudukan pembuktian pengakuan terdakwa dan 

keterangan terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dan Qanun Acara Jinayat Aceh. Penulis dalam artikel 

tersebut berkesimpulan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan qanun 

hukum acara jinayat aceh memiliki beberapa perbedaan, salah satunya 

adalah jumlah saksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) yaitu minimal dua orang saksi sedangkan 

dalam qanun hukum acara jinayat aceh minimal empat orang saksi untuk 

dapat dijadikan alat bukti dalam jarimah zina. Kaitannya dengan 

penelitian ini yaitu Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai konsensus 

hukum yang menyertakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat 

bukti yang sah, meskipun dalam artikel tersebut tidak dijelaskan 

                                                           
17 Daruz Harizona, “Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan 

Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed 

Circuit Television),” Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 7, Nomor 1 

(Juni 2018). 
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mekanisme penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan tindak 

pidana zina.18 

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh M. Rifqi Adjomi berjudul 

“Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak 

Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam” Dalam Skripsi tersebut 

memaparkan tentang pandangan hukum positif dan Hukum pidana islam 

mengenai kedudukan rekaman video sebagai alat bukti elektronik dalam 

kasus perzinaan. Akan tetapi dalam penelitian tersebut cakupan hukum 

positif yang dimaksud hanya menyertakan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rancangan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Undang-Undang tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanpa menyinggung 

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontra terhadap penggunaan 

alat bukti elektronik. Selain itu cakupan dalam hukum pidana Islam 

yang dimaksud dalam skripsi tersebut tidak menyertakan Qanun Acara 

Jinayat sebagai salah satu konsensus hukum yang menjadikan alat bukti 

elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah digunakan dalam 

persidangan tindak pidana zina. 

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang disebutkan 

diatas, penulis mencoba melakukan kajian lebih mendalam dengan 

                                                           
18 Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, “Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam 

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat,” 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 4, Nomor 3 (Agustus 2020). 
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membandingkan terkait penelitian yang membahas alat-alat bukti yang 

sah serta menambahkan penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak 

pidana overspel (perzinaan) menurut hukum pidana Indonesia dan 

hukum pidana Islam dari berbagai sumber rujukan ilmiah lainnya. 

Selain itu, penulis juga akan mengkaji secara spesifik Qanun Acara 

Jinayat yang sudah secara resmi mengesahkan penggunaan alat bukti 

elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah digunakan dalam 

persidangan tindak pidana, serta dalam penelitian ini penulis akan 

sedikit menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XIV/2016 yang berisi tentang aturan penggunaan alat bukti berbentuk 

informasi elektronik maupun dokumen elektronik agar dapat dijadikan 

sebagai alat bukti dalam persidangan yang mana putusan tersebut 

terdapat kontroversi dikalangan para ahli hukum pidana karena 

peraturan yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik harus 

dilakukan atas perimintaan dari institusi penegakan hukum yang sudah 

ditetapkan oleh undang-undang. 

E. Kerangka Teoritik 

Alat bukti elektrtonik merupakan salah satu perangkat baru 

dalam proses pembuktian di persidangan. Akan tetapi legalitas 

penggunaannya masih belum jelas baik di dalam hukum pidana 

Indonesia maupun hukum pidana Islam. KUHAP sebagai pedoman 

tertinggi hukum acara di Indonesia belum mengakomodir penggunaan 

alat bukti elektronik, meskipun dalam  UU ITE menjamin keabsahan 
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penggunaannya, akan tetapi sering kali tidak dijadikan pedoman oleh 

para praktisi hukum dalam beracara di persidangan. Terlebih dalam 

hukum pidana Islam, penggunaan alat bukti elektronik tidak disebutkan 

secara spesifik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan khususnya 

dalam tindak pidana overspel (perzinaan). Dalam perkembangannya 

hanya qanun hukum acara jinayat yang menjadikan alat bukti elektronik 

sebagai alat bukti yang digunakan dalam persidangan, itupun berlaku 

hanya untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sehingga 

dalam penelitian ini penulis menerapkan teori yang digunakan sebagai 

pisau analisis dalam memaparkan keabsahan alat bukti elektronik dalam 

tindak pidana overspel (perzinaan). 

Teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

perbandingan hukum. Teori ini merupakan sebuah metode 

memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang 

lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan adalah mencari 

perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dengan memberi 

penjelasannya serta meneliti bagaimana fungsi hukum dan pemecahan 

yuridis di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang 

mempengaruhinya.19  

 

 

                                                           
19 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakri, 1988), hlm. 54. 
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F. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu 

kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki 

tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.20 Begitu pula dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian sehingga dapat tersusun 

dan mempresentasikan penelitian yang sudah dilakukan. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut 

Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan 

atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 

gejala sentral.21 Metode kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis 

atau ucapan secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.22 Untuk jenis sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian pustaka (library research), dengan 

mencari data dari berbagai macam sumber primer maupun 

sumber sekunder yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, dalam 

penelitian ini penulis menjelaskan penggunaan alat bukti 

                                                           
20 J.R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif,” (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5. 
21 J.R. Raco, “Metode..., hlm. 7. 
22 I Wayan Suwendra, “Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, 

Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan,” (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4. 
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elektronik dalam tindak pidana overspel (perzinaan), serta 

menganalisa dengan diperkuat sumber-sumber yang berkaitan 

sehingga penggunaan alat bukti elektronik dapat diketahui 

keabsahannya, lantas membandingkannya berdasarkan hukum 

pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan 

yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif membahas 

doktrin-doktrin atau asas-asas dalam hukum.23 Penulis 

menerapkan teori perbandingan hukum sebagai pisau analisis 

yang digunakan untuk membedah permasalahan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan 

untuk memperoleh bahan yang dikaji dari berbagai sumber data. 

Dalam penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dengan 

beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumen. 

Perolehan data dengan metode semacam ini disebut dengan 

triangulation (triangulasi).24 Penelitian ini menggunakan dua 

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

                                                           
23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24. 
24 J.R. Raco, “Metode…, hlm. 111. 
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Sumber data primer dalam kajian hukum adalah bahan 

hukum yang mempunyai otoritas. Sumber primer yang 

dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu 

perundang-undangan dan putusan hakim.25 Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan Al-Qur’an, Hadis-hadist, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), Qanun Aceh Nomor 07 

Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sebagai 

sumber data primer. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam kajian hukum adalah semua 

publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak 

resmi. Publikasi yang dimaksud terdiri dari 1) buku-buku 

maupun teks yang membahas suatu atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis maupun 

disertasi hukum, 2) kamus-kamus hukum, 3) jurnal-jurnal 

hukum, 4) komentar-komentar atas putusan hakim.26 Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, artikel-

                                                           
25 Zainuddin Ali, “Metode…, hlm. 47. 
26 Zainuddin Ali, “Metode..., hlm. 54. 
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artikel yang terangkum dalam beberapa jurnal maupun 

skripsi-skripsi yang berkaitan dengan kajian alat bukti 

elektronik dalam tindak pidana overspel (perzinaan). 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh yang merupakan hasil pencarian 

dari berbagai sumber, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.27 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa 

deskriptif  dan analisa komparatif yaitu dengan menganalisa 

deskripsi penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan 

tindak pidana overspel (perzinaan) menggunakan teori 

perbandingan hukum,  selanjutnya mengkomparasikan hasil 

analisis menggunakan sudut pandang hukum pidana Indonesia 

dan hukum pidana Islam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur sehingga 

penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, antara lain 

sebagai berikut: 

                                                           
27 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,” cet. ke-1 

(Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 18. 
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BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II, penulis menjabarkan teori perbandingan hukum dalam 

hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. 

BAB III, penulis menjelaskan alat bukti elektronik menurut 

hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. 

BAB IV, penulis menjelaskan hasil analisisnya mengenai 

persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum 

pidana Islam tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan 

tindak pidana overspel (perzinaan) menggunakan teori perbandingan 

hukum sebagai pisau analisisnya. 

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang 

kesimpulan, saran-saran, dan penutup dari objek kajian pembahasan 

dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan tentang keabsahan alat 

bukti elektronik dalam tindak pidana overspel (perzinaan) perspektif hukum 

pidana indonesia dan hukum pidana islam, maka penulis berkesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam hukum pidana indonesia, penggunaan bukti elektronik sebagai 

alat bukti dalam tindak pidana overspel (perzinaan) adalah sah, karena 

indonesia sebagai negara yang menganut sistem pembuktian negative 

wettelijk bewijsthorie. Sehingga konsekuensi dianutnya sistem tersebut 

yaitu setiap pembuktian baik pidana atau perdata harus berdasarkan 

undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Sebagaimana 

dijelaskan dalam bab sebelumnya, meskipun penggunaan alat bukti 

elektronik belum diatur dalam KUHP akan tetapi didalam pasal 5 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penggunaan alat bukti 

elektronik sah secara hukum. Hal senada terkait kebasahan alat bukti 

elektronik juga diatur dalam qanun acara jinayat aceh bahwa 

berdasarkan pasal 181 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Hukum Acara Jinayat disebutkan alat bukti elektronik adalah salah satu 

alat bukti yang sah. Meskipun khusus untuk jarimah atau tindak pidana 

overspel (perzinaan) dua alat bukti pokok berupa empat orang saksi dan 
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pengakuan terdakwa, akan tetapi penggunaan alat bukti elektronik tidak 

dikesampingkan bilamana penuntut umum menyertakan pula alat bukti 

elektronik yang digunakan sebagai alat bukti perluasan. Dalam 

pelaksaanaan UU ITE terdapat hambatan berupa putusan MK Nomor 

20/PUU-XIV/2016 yang mana amar putusan tersebut adalah bilamana 

dalam sebuah perkara menyertakan alat bukti elektronik maka 

mengharuskan adanya permintaan dari penegak hukum. Meskipun 

demikian, putusan MK tersebut kerap kali tidak digunakan sebagai 

bahan pertimbangan majelis hakim, dengan alasan karena putusan 

tersebut mengakibatkan multitafsir sehingga dianggap cacat secara 

konstitusional. 

2. Dalam hukum pidana Islam, alat bukti elektronik dapat djadikan sebagai 

alat bukti dalam persidangan tindak pidana jika di-qiya>s-kan sebagai 

alat bukti qari>nah. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya 

bahwa alat bukti yang sah dalam hukum pidana islam meliputi asy-

syaha>dah (kesaksian), al-iqra>r (pengakuan), al-qara>in/qari>nah (tanda-

tanda/petunjuk), maqlumatul qad{i (ketetapan hakim), al-kita>bah (surat 

atau dokumen), al-yami>n (sumpah). Sedangkan khusus dalam jarimah 

atau tindak pidana overspel (perzinaan) menggunakan tiga alat bukti 

yaitu asy-syaha>dah (kesaksian) yang harus berjumlah empat orang 

beserta syarat-syarat yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, al-

iqra>r (pengakuan) beserta ketentuan-ketentuannya yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya dan terakhir adalah qarin>ah (petunjuk) 
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dalam hal ini dapat berupa masa kehamilan maupun alat bukti 

elektronik. Selain itu, sistem perundang-undangan Arab Saudi pun 

sudah mengakomodir penggunaan bukti elektronik atau bukti digital 

dalam persidangan. 

B. Saran 

Perkembangan informasi dan transaksi elektronik sekarang ini 

sangatlah pesat, hal tersebut diiringi dengan penggunaannya yang semakin 

beragam, sehingga diperlukan peraturan-peraturan progresif yang mengatur 

masifnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Sekarang ini di Indonesia 

penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana overspel (perzinaan) 

hanya menggunakan UU ITE sebagai dasar penguat keabsahannya dalam 

persidangan. Meskipun demikian, dalam rangka reformasi hukum di 

indonesia, saat ini para ahli hukum bekerjasama dengan dewan legislatif 

kembali merekonstruksi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) yang sudah menjadi cita-cita para ahli hukum sejak 1963 

sebagai upaya merekodifikasi KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). 

Selain RKUHP, penyusunan RKUHAP juga diupayakan agar dapat sejalan 

dengan RKUHP, salah satu poin penting dalam RKUHAP yang berkaitan 

dengan penelitian ini adanya upaya mengakomodir penggunaan alat bukti 

elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pidana. Hal tersebut 

tercantum dalam pasal 177 ayat (1) tentang alat bukti yang mencakup: a) 

Barang bukti; b) Surat-surat; c) Bukti elektronik; d) Keterangan Ahli; e) 

Keterangan Saksi; f) Keterangan Terdakwa; dan g) Pengamatan Hakim. 
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Sehingga harapan penulis kedepan yaitu mendorong agar secepatnya 

RKUHP dan RKUHAP dapat segera disahkan oleh DPR agar penggunaan 

alat bukti elektronik semakin dapat dipertanggungjawabkan keabasahannya 

dan legal secara konsensus hukum pidana maupun hukum acara pidana di 

Indonesia
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